PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1984 (1/1984)
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI  BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NI LAl 1984

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa pel aksanaan Undang-undang Paj ak Pertanbahan Nl ai 1984
atau Undang-undang Nonor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertanbahan N lai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang berdasarkan undang-undang tersebut mul ai
ber | aku pada tanggal 1 Juli 1984, akan nenpunyai pengaruh yang
| uas terhadap kehi dupan perekonom an nasi onal ;

b. bahwa pel aksanaan undang-undang tersebut sangat nenerlukan
kesi apan yang sebai k- bai knya pada apar at ur perpaj akan dan pada
sel uruh | api san masyarakat, terutanma pengusaha yang terkena
paj ak tersebut;

C. bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan dal am rangka
mewuj udkan kesiapan sebagai mana di mnaksud dalam huruf b
tersebut di atas dinilai nmasih perlu ditingkatkan |agi,
sehingga karena itu dipandang perlu untuk nenangguhkan
ber | akunya Undang-undang Pajak Pertanbahan N lai 1984
t er sebut ;

d. bahwa karena keadaan yang sangat nendesak, terutama dilihat
dari segi waktu, nmka penangguhan berlakunya Undang-undang
Paj ak Pertanbahan N lai 1984 perlu diatur dengan Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1983 tentang Paj ak Pertanbahan NI ai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lenbar an Negara Tahun 1983 Nonor 51, Tanmbahan Lenbaran Negara
Nonor 3264);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG TENTANG PENANGGUHAN
MJULAI BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NI LAl 1984.

Pasal 1

(1) Menangguhkan mul ai berl akunya Undang-undang Paj ak Pertanbahan
Nilai 1984 (Lenbaran Negara Tahun 1983 Nonor 51, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3264) dari tanggal 1 Juli 1984 sanpai
sel anbat - | anbat nya tanggal 1 Januari 1986;

(2) Setelah dinilai dengan saksana nengenai kesiapan pel aksanaan
sehi ngga nencapai tujuan dan hasil yang sebaik-bai knya, naka



dengan Peraturan Penerintah ditetapkan rmulai ber | akunya
Undang- undang Pajak Pertanbahan N lai 1984 (Lenbaran Negara
Tahun 1983 Nonor 51, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3264)
sebagai pel aksanaan dari ketentuan ayat (1) dari Pasal ini.

Pasal 2

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
t anggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahui nya, mener i nt ahkan  pengundangan
Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEHARTO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984
MENTER! / SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SUDHARMONO,  S. H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 1 TAHUN 1984
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI  BERLAKUNYA
UNDANG- UNDANG PAJAK PERTAVBAHAN N LAl 1984

1. UMUM

Seperti hal nya Undang-undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang
Ket entuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang
Nonor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasil an, maka
Undang- undang Paj ak Per t anbahan N | ai 1984  nenpunyai
] angkauan, per anan, dan pengaruh yang besar terhadap
per kenbangan per ekonom an dan penbangunan nasi onal .

A eh karena besarnya jangkauan, peranan dan pengaruh sebaga
yang di sebut kan di atas, naka adal ah waj ar apabil a pel aksanaan
sebai k- bai knya dari undang-undang tersebut perlu dipersiapkan
secara matang. Ini berarti, bahwa baik seluruh jajaran aparat



per paj akan maupun nasyar akat |uas harus benar-benar siap dal am
nmel aksanakan undang- undang tersebut.

Sej ak di undangkannya undang-undang tersebut pada tanggal 31
Desenber 1983, berbagai upaya untuk nenpersiapkan pel aksanaan-
nya telah dilakukan. Nanun dem kian, penilaian yang saksama
terhadap segala persiapan yang telah dilakukan selama ini
nmenunj ukkan bahwa persiapan pelaksanaan itu masih perlu
di ti ngkat kan | agi .

Dengan keadaan sebagai yang diuraikan di atas, mnaka jika
undang- undang tersebut tetap akan nul ai berlaku tanggal 1 Juli
1984 vyang akan datang, sangat dikhawatirkan akan dapat
nmeni nbul kan gangguan terhadap stabilitas ekonom dan
pel aksanaan penbangunan nasi onal pada unummya.

Ber dasar kan perti nbangan-perti nbangan di atas, naka di pandang
perlu untuk nenetapkan penangguhan pel aksanaan Undang- undang
Paj ak Pertanbahan N lai 1984 dari ketentuan senula ialah
tanggal 1 Juli 1984 sanpai sel anbat-|anbatnya 1 Januari 1986.
Agar saat rmulai Dberlakunya undang-undang tersebut |uwes,
terutama setel ah nenpertinbangkan semasak-nmasaknya kesiapan
pel aksanaannya dalam arti yang seluas-luasnya, maka dengan
Per aturan Peneri ntah ditetapkan kenudi an saat mul ai berl akunya
undang- undang tersebut.

Undang-undang Pajak Pertanbahan N ai 1984 nengandung
ket entuan dal am dirinya bahwa undang-undang itu berlaku nul ai
tanggal 1 Juli 1984. Dengan dem kian, penangguhan waktu
ber | akunya undang-undang tersebut juga harus ditetapkan dengan
undang- undang. Karena pertinbangan senpitnya waktu untuk

nmenyusun undang-undang tersebut, nmaka penangguhan waktu
ber | akunya Undang-undang Paj ak Pertanbahan N |ai 1984 terpaksa
di t ent ukan dengan Per at ur an Peneri nt ah Penggant i

Undang- undang, sebagai yang dinmaksud Pasal 22 ayat (1)
Undang- Undang Dasar 1945.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Wal aupun dalam Pasal ini ditentukan bahwa nulai berl akunya
Undang- undang Paj ak Pertanbahan Nilai 1984 ditangguhkan
sanpai sel anbat-| anbatnya 1 Januari 1986, namun di sini
j uga di t ekankan nmengenai per | unya usaha agar
undang- undang terse- but dapat dil aksanakan secepat nya.

Pasal 2
Cukupj el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1984
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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